BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

1.

Noodweer maupun noodweer exces merupakan kewenangan hakim yang
menilai, maka tidak ada aturan yang memberikan wewenang pada polisi
untuk menghentikan penyidikan atau tidak melanjutkan suatu perkara
dikarenakan menerapkan alasan penghapus pidana , polisi hanya dapat
memberikan fakta bahwa terdapat indikasi noodweer ataupun noodweer
exces. Jadi terhadap kasus seperti Muhammad Irfan Bahri yang membunuh
begal atas dasar pembelaan terpaksa dan diberi penghargaan serta di media
polisi menyatakan menerapkan noodweer, sebenarnya yang dilakukan
kepolisian itu adalah diskresi, secara substansi setuju karena hal tersebut
dilakukan untuk menjunjungtinggi keadilan dan kepentingan umum, karena
kasusnya terlalu jelas bahwa tidak pantas dilanjutkan ke pengadilan,
Diskresi adalah prosedurnya sedangkan isinya adalah noodweer walaupun
tidak disebutkan eksplisit karena polisi tidak memiliki wewenang atas itu.
Dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dalam beberapa putusan
hakim adalah sebagai berikut.

Kasus 1  (Putusan Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor

1002/Pid.B/2008/PN.SMg)

Tindakan yang dilakukan Ferdinando adalah merupakan
pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk membela diri karena
sebenarnya ialah yang merupakan korban karena mendapatkan serangan
dari M. Darmadi dan kawan-kawan. sekalipun perbuatan terdakwa
Ferdinando telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 351 ayat 3 KUHP,
Ferdinando tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dikarenakan
adanya alasan pembenar noodweer yang menghapuskan sifat melawan
hukum. putusan hakim tersebut tidak secara eksplisit merangkan unsur-
unsur noodweer dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun hakim

memutuskan adanya noodweer dalam putusan ini sehingga penulis setuju
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dengan putusan hakim dan putusan ini dapat dijadikan acuan dalam

mempertimbangkan kasus-kasus serupa.

. Kasus 2 (Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN. Kpn)

ZA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakan
yang ia lakukan tidak dikenakan alasan pembenar atau pemaaf, selain itu
telah memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah:

Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;

b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah
melakukan perbuatan pidana;

c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian
dalam perbuatan pidana;

d. Tidak ada alasan pembenar atau tidak ada alasan pemaaf yang
menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
perbuatan pidana.

Hal tersebut akan djabarkan sebagai berikut

ZA telah melakukan perbuatan pidana karena penganiayaan yang
dilakukan ZA terhadap misnan mengakibatkan misnan meninggal dunia
maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi
berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga hal tersebut membuktikan
bahwa ZA telah melakukan perbuatan pidana, Dalam pertimbangan hakim
diketahui bahwa ZA mampu bertanggungjawab, dan dalam persidangan
hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana. Begitupun dengan penulis yang telah
menganalisis bahwa perbuatan za tidak memenuhi unsur noodweer atapun
noodweer exces, maka ZA harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya bahwa oleh karena ZA mampu bertanggung jawab, sehingga
penulis setuju dengan putusan hakim za harus dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana.

3. Kasus 3 (Putusan  Pengadilan ~ Negeri ~ Jantho =~ Nomor

:201/P1d.B/2013/PN.Jth)
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Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengambil parang dan
mengayunkan kearah korban mengenai leher dan menyebabkan meninggal
dunia menurut hemat penulis bukanlah suatu hal yang ia harapkan.
walaupun tindakan terdakwa jabar memenuhi rumusan Pasal yang
didakwakan yakni Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Menurut hemat
penulis Terdakwa Jabar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dikarenakan tindak
pidana yang ia lakukan adalah merupakan pembelaan terpaksa melampaui
batas (noodweer exces) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP
sehingga penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan
pidana 7 tahun penjara.

. Kasus 4 (Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 50/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Bta)

Penulis memiliki pendapat yang berbeda dengan hakim dikarenakan
menurut Penulis secara generalisasi perbuatan yang dilakukan anak korban
Okta sekalipun memang mampu membuat anak tidak terkontrol, karena
tindakan yang dilakukan Okta memang dapat memacu amarah yang sangat
besar bagi Anak Aidil, tetap saja pembelaan yang dilakukan terdapat
rentang jeda waktu untuk berpikir dimana hal tersebut berarti seharusnya
amarah atas tekanan fisik tersebut telah berhenti, sehingga dalam kasus
kelima seharusnya tidak dapat dinyatakan noodweer exces sehingga
penulis tidak setuju dengan putusan hakim dan menurut penulis Anak
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan anak korban telah
menghentikan serangan dan bilamana pembelaan itu dilakukan tidak pada
waktu itu juga atau bukan merupakan reflek langsung dari akibat
serangan atau ancaman serangan itu tidak dapat dikatakan sebagai
noodweer exces melainkan pembalasan atas dasar penderitaan yang ia
peroleh, Maka menurut hemat penulis seharusnya anak dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan pidana
yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang

menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan,mampu bertanggung
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jawab,Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau

kealpaan,Tidak adanya alasan pemaaf dalam dirinya.

5.2 Saran

Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, adapun saran penulis adalah :

1.

Diskresi kepolisian terkait kepentingan umum atau kepentingan masyarakat
dalam tataran praktiknya masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam
pelaksanaan diskresi kepolisian dan kejaksaan yang terkait dengan
kebijakan penegakan hukum pidana. Karena kriteria atau tolak ukur
kepentingan umum dalam penggunaan diskresi kepolisian dan kejaksaan
masih abstrak, menyebabkan kewenangan penggunaan diskresi dalam
beberapa kasus proses tindak pidana salah diterapkan sehingga seharusnya
terdapat aturan yang jelas mengenai hal tersebut, seharusnya pembuat
Undang-undang mengatur lebih rinci terkait tolak ukur diskresi kepolisian
atas dasar kepentingan umum tersebut,

Pada prakteknya, tidak ada jaminan pasti mengenai makna kegoncangan
jiwa yang hebat, ada baiknya terdapat pedoman untuk hakim agar dapat
menjadi tolak ukur untuk memutuskan peristiwa yang serupa agar tidak
terjadi kesalahan penerapan dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, masih
terdapat kasus yang mana (contohnya yakni putusan Putusan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg) pada saat hakim
memutus suatu peristiwa noodweer itu tidak dijabarkan dalam bagian
pertimbangan hakim, padahal sebaiknya dicantumkan secara eksplisit
sebagai salah satu pedoman tolak ukur untuk mengatasi peristiwa serupa
yang terjadi di kemudian hari karena sebenarnya makna patut dan perlu pun
masih menjadi polemik maka dari itu perlu dijabarkan lebih lanjut agar

menciptakan hukum yang transparan bagi masyarakat.
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